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ABSTRAK 

Aniek Mona Utami. 2018. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Berhak Dalam 

Hal Tidak Tercapai Kesepakatan Ganti Rugi (Studi Pengadaan Tanah 

Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Tegal). Skripsi, Fakultas 

Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Suhadi, S.H, M.Si 

Kata Kunci : Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah, Perlindungan Hukum. 

Meningkatnya infrastruktur pembangunan untuk kepentingan umum di 

Indonesia salah satunya adalah pembangunan Jalan Tol yang mengakibatkan 

kepemilikan hak atas tanah masyarakat harus bersedia dibebaskan tak terkecuali 

pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Tegal. Dalam pengadaan tanah 

tentunya terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti adanya ketidaksesuaian 

mengenai kesepakatan nilai ganti rugi, sehingga terdapat beberapa pihak yang 

berhak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri bahkan sampai kasasi. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pemberian 

ganti rugi terhadap pihak yang berhak dan untuk mengetahui perlindungan hukum 

bagi pihak yang berhak dalam hal tidak tercapai kesepakatan ganti rugi pada 

pembangunan jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Tegal. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

metode pendekatan kualitatif, dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris 

dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Sumber data 

penelitian diperoleh dari data Primer (Informan) dan data Sekunder (dokumen). 

Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui, wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Validitas data dalam penelitian penulis bertujuan  untuk 

memperoleh keabsahan data, apakah data yang didapat sudah benar-benar valid. 

Validitas data dalam penelitian penulis menggunakanTeknik triangulasi adalah 

menjaring data dengan berbagai metode dan cara dengan menyilangkan informasi 

yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Hasil penelitian yang didapat adalah pertama, dalam mekanisme 

pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap Pihak yang Berhak pada pembagunan 

jala tol Trans Jawa di Kabupaten Tegal kurang sesuai dengan peraturan yang 

berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 serta peraturan

pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Hal ini dapat 

dilihat pada musyawarah penetapan ganti kerugian melakukan satu kali 

musyawarah penetapan ganti kerugian. Selain itu mengenai bentuk ganti rugi 

tidak hanya memberikan bentuk ganti kerugian yang ditawarkan seharusnya tidak 

hanya ganti kerugian fisik yang hilang, tetapi juga harus menghitung ganti 

kerugian non fisik. Kedua, perlindungan hukum apabila dilihat dari sisi prosedur 

hukum telah sesuai Namun pengertian perlindungan hukum apabila dilihat dari 

sisi perlindungan substansi atau isi belum terpenuhi. Karena pantia pengadaan 

tanah, pejabat pembuat komitmen, dan tim penilai dalam menetapkan besaran 

ganti kerugian tidak memperhatikan objek penilaian non fisik (immaterial). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tanah memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan manusia 

sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan hidup manusia yang mendasar. 

Manusia hidup dan berkembang biak serta melakukan aktivitas diatas tanah, 

sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Hal ini memberi 

pengertian bahwa tanah mempunyai peranan penting dalam hidup dan 

kehidupan masyarakat diantaranya sebagai prasarana dalam bidang 

perindustrian, perumahan, dan jalan. Tanah dapat dinilai sebagai benda tetap 

yang dapat digunakan sebagai tabungan masa depan, selain itu, tanah 

merupakan tempat pemukiman dari sebagian besar umat manusia, disamping 

sebagai sumber penghidupan bagi umat manusia yang mencari nafkah melalui 

usaha tani, perkebunan, yang akhirnya tanah juga dijadikan persemayaman 

terkahir bagi seseorang yang meninggal dunia (Abdurahman, 1983: 1). 

Tanah merupakan salah satu penunjang kesejahteraan dan kemakmuran 

masyarakat Indonesia, karena tanah mempunyai fungsi yang sangat besar dan 

sangat baik dalam sektor industri maupun sektor pertanian. Oleh karena itu, 

pemanfaatannya haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hampir semua masyarakat 

Indonesia memerlukan tanah, maka dari itu didalam Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Bumi dan air

dan kekanyaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan
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dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan 

ketentuan tersebut, pemerintah dalam setiap kebijakannya berkaitan dengan 

tanah mempunyai kewajiban untuk memberikan kemakmuran kepada 

rakyatnya. 

Mengingat ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik 

Indonesia Tahun 1945 mengenai hak menguasai dari Negara, Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, dalam 

Pasal 2 UUPA mengatur tentang hak menguasai dari Negara yang memberi 

wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat untuk 

pada tingkatan yang tertinggi berwenang untuk mengatur dan 

menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan 

bumi, air dan ruang angkasa tersebut; menentukan dan mengatur hubungan-

hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 

menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang- orang 

dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 

Tanah dan pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan. Selain itu tanah juga mempunyai fungsi sosial, dalam arti tanah 

yang dimiliki oleh seseorang tidak hanya berfungsi bagi pemilik hak itu saja, 

akan tetapi juga bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Menurut Suhadi 

dkk (2014: 77) mengatakan the State can determine which land should be 

owned by individuals or legal entities, and which lands should not be owned 

by individuals and legal entities, since these lands will be reserved for the 

larger purposes of the public interest. Sebagai konsekuensinya penggunaan 
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tanah tersebut tidak hanya berpedoman pada kepentingan dari pemegang hak, 

tetapi juga harus mengingat dan memperhatikan kepentingan masyarakat. 

Selain memiliki fungsi sosial, hak atas tanah juga dapat dicabut untuk 

kepentingan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 UUPA 

menentukan bahwa “untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa

dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat 

dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang 

diatur oleh Undang-Undang”. Ketentuan mengenai pencabutan hak atas tanah 

diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang 

Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda- Benda yang ada diatasnya.  

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin modern dan 

untuk memperlancar jalannya pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan 

umum ada dua sisi yang harus dilihat. Di satu pihak pemerintah memerlukan 

areal tanah yang cukup luas. Pada pihak lain yaitu pemegang hak atas tanah 

yang akan digunakan tanahnya oleh pemeritah untuk pembangunan tidak boleh 

dirugikan. Untuk mengatur hal tersebut diperlukan adanya suatu peraturan 

hukum yang dapat diterima oleh masyarakat ( Salle, 2007: 2). 

Pada garis besarnya perolehan hak atas tanah untuk kepentingan umum 

dapat ditempuh dengan 4 (empat) cara yaitu (1) pemindahan hak atas tanah 

melalui jual beli, tukar-menukar dan hibah, (2) pencabutan hak atas tanah 

secara paksa, (3) pembebasan tanah atau pelepasan hak atas tanah, dan (4) 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 
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Konsepsi mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah 

sebagai berikut: Boedi Harsono (2009: 327) mengatakan Pengadaan tanah bagi 

pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah 

dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. 

Sedangkan menurut Maria S.W Soemardjono (2008: 280) mengatakan 

Pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk memperoleh tanah 

untuk berbagai kegiatan pembangunan, khususnya bagi kepentingan umum. 

Pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antara 

pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah yang tanahnya 

diperlukan untuk kegiatan pembangunan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 angka (2) 

disebutkan bahwa “Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah 

dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang 

berhak”. Sedangkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum Pasal 1 Angka (2) disebutkan bahwa “Pengadaan Tanah adalah 

kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak 

dan adil kepada pihak yang berhak”. 

Pengertian mengenai pihak yang berhak sendiri juga telah diatur didalam 

Undang-Undang. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Pasal 1 angka 

(3) “pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek

pengadaan tanah”. Sedangkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 

Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 



5 

Kepentingan Umum Pasal 1 Angka (3) disebutkan bahwa “pihak yang berhak

adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah”. 

Pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat antara 

instansi yang membutuhkan tanah tersebut dengan pemegang haknya. 

Penyelenggara Pengadaan Tanah memperhatikan keseimbangan antara 

kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.Pengadaan tanah 

untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian 

yang layak dan adil. Dalam pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 

menyebutkan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum diseleggarakan oleh 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah, salah satunya berupa pembangunan Jalan 

Bebas Hambatan (Jalan Tol). 

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan 

Tol menyatakan “Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem 

jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan 

membayar tol”.Pengadaan jalan tol sendiri dimaksudkan untuk mewujudkan 

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam 

pengembangan wilayah.Seperti halnya yang terjadi dalam proyek 

pembangunan Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Anyer hingga 

Banyuwangi. 

Proyek pembangunan Jalan Tol Trans Jawa merupakan Proyek Jalan Tol 

yang menghubungkan Anyer hingga Banyuwangi. Jalan Tol Trans Jawa akan 

membentang di 4 (empat) provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, 

Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan dibagi lagi dalam 9 (Sembilan) ruas jalan 
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tol, yaitu: Cikampek–Palimanan116 Km, Pejagan–Pemalang58 Km, 

Pemalang–Batang 39 Km, Batang–Semarang75 Km, Semarang–Solo73 Km, 

Solo–Ngawi90 Km, Ngawi–Kertosono41 Km, Kertosono–Mojokerto 41 Km, 

Mojokerto–Surabaya36 Km (Ekasetya, 2015: 7-8). Dari 4 (empat) Provinsi 

tersebut penulis akan memfokuskan penelitian di Provinsi Jawa Tengah 

khususnya di Kabupaten Tegal yang dalam rangka pelaksanaan pembangunan 

jalan Tol telah ditetapkan lokasinya berdasarkan keputusan Gubernur Jawa 

Tengah Nomor 620/8/2015 tentang Persetujuan Pembaharuan Penetapan 

Lokasi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah. 

Penulis memilih Provinsi Jawa Tengah khususnya Kabupaten Tegal karena 

masih belum adanya kesesuaian nilai ganti rugi dan belum adanya upaya 

perlindungan hukum dari pemerintah terhadap pihak yang keberatan mengenai 

nilai ganti rugi yang telah ditetapkan oleh tim appraisal/tim penilai. Seperti 

yang diberitakan oleh Tribunnews.Com, Slawi menyebutkan “Ada empat 

warga terdampak proyek tol Pejagan-Pemalang, Jawa Tengah, yang 

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mereka keberatan dengan harga 

yang diterbitkan tim appraisal atau tim pembebasan lahan. Sehingga mereka 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Slawi di Kabupaten Tegal. Lanatran 

pengajuan tersebut terlambat, gugatan mereka ditolak Pengadilan Negeri Slawi. 

Pada akhirnya mereka berempat mengajukan kasasi ke MA.” 

Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Total ada empat warga 

Tegal yang mengajukan kasasi. Mereka mempunyai total tujuh bidang lahan 

yang terdampak pembangunan tol Trans Jawa. Tiga warga yang mengajukan 

kasasi yakni Roidah, Ali Mansyur, dan Nuridin berada di Desa Karangjati 
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Kecamatan Tarub, mereka menolak besaran ganti rugi dan melayangkan kasasi 

ke MA. Lahan yang terkena dampak jalan tol merupakan sebidang sawah, 

rumah, bengkel dan tempat penggilingan padi. Sedangkan satu warga yaitu 

Sanawi yang keberatan berada di Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi. 

Bangunan rumah mewah di desa itu merupakan milik pengusaha warung Tegal 

(sumber: Pejabat Pembuat Komitmen). 

Hal ini dikarenakan adanya ketidak sepakatan dalam musyawarah yang 

telah dilakukan. Oleh Danny Zacharias sebagaimana yang dikutip oleh Salle 

(2007:9) menyatakan bahwa musyawarah yang dilakukan yang seharusnya 

menjadi wadah untuk merundingkan besarnya harga tanah, lebih sering 

terwujud dalam pengumpulan para pemilik tanah dikantor kelurahan atau 

kecamatan untuk mendengarkan besarnya ganti rugi yang disediakan oleh 

panitia pembebasan tanah. 

Berdasarkan tersebut diatas tentunya tidak sesuai dengan substansi hukum 

dalam peraturan pengadaan tanah. Dengan berpedoman pada pendapat 

Lawrence M.Friedman sebagaimana yang dikutip oleh Salle (2007: 99) yang 

dimaksud dengan substansi hukum adalah peraturan-peraturan tentang 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengatur bagaimana 

lembaga-lembaga harus berbuat/ bertindak. Bentuknya adalah peraturan, 

doktrin- doktrin, undang- undang yang mempunyai kekuatan normative sampai 

pada tingkat aktualisasi oleh pembuat/ pemakai, dalam mana semua peraturan 

lain yang diperintahkan, apapun status formal mereka. Sebagaimana dengan 

yang terjadi di Kabupaten Tegal dalam rangka pembangunan jalan Tol Trans 

Jawa di Tegal adanya ketidaksesuaian antara substansi hukum dengan 
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kenyataan yang ada yaitu adanya masyarakat yang tidak sepakat mengenai 

besaran Nilai Ganti rugi sehingga mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri 

Slawi dan Mahkamah Agung. Namun keberatan yang diajukan kepada 

Pengadilan Negeri Slawi dan Mahkamah Agung ditolak dengan alasan telah 

melewati batas waktu untuk mengajukan keberatan. Melihat permasalahan 

tersebut maka perlu dilakukan perlindungan hukum bagi pihak yang merasa 

dirugikan. 

Konsepsi perlindungan hukum sendiri adalah sebagai berikut: Buyung 

Nasution (1996: 5-10) mengatakan: “perlindungan hukum adalah melindungi

hak dan martabat manusia dari pemerkosaaan yang ada pada dasarnya serangan 

hak pada orang lain telah melanggar aturan norma hukum dan Undang-

undang”. Sedangkan Satjipto Raharjo (2000: 53) mengatakan “perlindungan 

hukum adalah memberikan pengayoman pada hak asasi manusia yang 

dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat 

agar dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan hukum.” 

Philipus M. Hadjon ( 1987: 39) membedakan dalam dua macam, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum dimana 

rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) 

atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat 

bnetuk yang definitive. Dengan demikian perlindungan hukum 

preventive bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. 
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2. Perlindungan hukum represif, yaitu upaya perlindungan hukum yang 

peradilan administrasi Negara. Perlidungan hukum represif bertujuan 

untuk menyelesaikan sengketa. 

Peraturan mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang berhak dalam 

hal tidak tercapai kesepakatan ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum kemudian diatur dalam beberapa 

peraturan.Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pasal 19 

menentukan bahwa “apabila musyawarah telah diupayakan berulangkali dan

kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian tidak tercapai juga, 

Panitia Pengadaan Tanah mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan 

besarnya gantu kerugian, dengan sejauh mungkin memperhatikan pedapat, 

keinginan, saran, dan pertimbangan yang berlangsung dakam musyawarah”.

Namun Keppres ini kemudian dirasa tidak bisa lagi menjadi landasan hukum 

karena tidak mampu lagi mengakomodir dengan baik.Pemerintah kemudian 

mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum. 

Peraturan Perundang-undangan yang telah diuraikan diatas, dianggap 

masih belum memenuhi kelancaran pelaksanaan pembangunan untuk 

kepentingan umum. Kemudain ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum, dengan perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
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Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai 

peraturan pelaksananya. 

Berdasarkan pada uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proyek 

pembangunan Jalan Tol Trans Jawa terkendala oleh tidak sepakatnya harga 

tanah antara Pemerintah dengan warga yang tanahnya terkena pembangunan 

Jalan Tol terkait ganti kerugian atas pembebasan tanah tersebut. Seharusnya 

pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Tegal 

tersebut berjalan dengan lancer tanpa kendala atau hambatan apapun termasuk 

hambatan mengenai ganti kerugian. Karena tujuan diadakannya pengadaan 

tanah tersebut adalah untuk kesejahteraan social bukan kesejahteraan 

pemerintah semata sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-

undanganan tersebut diatas. 

Berdasarkan pada itulah penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang 

mekanisme pelaksanaan ganti rugi atas pembangunan jalan tol Trans Jawa di 

Tegal serta upaya perlindungan hukum terkait pengadaan tanah. Sehingga atas 

dasar yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji 

permasalahan tersebut dan mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk 

skripsi dengan judul: 

“Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Berhak Dalam Hal Tidak

Tercapai Kesepakatan Ganti Rugi (Studi Pengadaan Tanah Pembangunan 

Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Tegal)” 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, mengenai Perlindungan 

Hukum Bagi Pihak Yang Berhak Dalam Hal Tidak Tercapai Kesepakatan 

Ganti Rugi (Studi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di 

Kabupaten Tegal) teridentifikasi permasalahan sebagai berikut: 

a. Melonjaknya harga tanah yang tidak terkendali sehingga membuat 

pemerintah semakin sulit dalam melakukan pembangunan untuk 

penyediaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum. 

b. Sulitnya melakukan pembebasan tanah dan penetapan ganti kerugian 

di provinsi Jawa Tengah sehingga pelaksanaan pengadaan tanah untuk 

pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Tega masih 

terhambat. 

c. Besarnya nilai ganti rugi dalam pengadaan tanah di pembangunan 

Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Tegal yang msih 

belum sesuai dengan harga pasar. 

d. Susahnya mencapai mufakat antara pemilik hak tanah dengan Panitia 

Pengadaan Tanah dalam menetapkan besaran ganti rugi. 

e. Perlindungan hukum bagi pihak yang berhak dalam hal tidak tercapai 

kesepakatan ganti rugi pada pembangunan jalan Tol Trans Jawa di 

Kabupaten Tegal. 

1.3. Pembatasan Masalah 

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan 

yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan 
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informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batas-batasan sebagai 

berikut: 

1. Mekanisme dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap pihak 

yang berhak pada pembangunan jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten 

Tegal. 

2. Perlindungan hukum bagi pihak yang berhak dalam hal tidak tercapai 

kesepakatan ganti rugi pada pembangunan jalan Tol Trans Jawa di 

Kabupaten Tegal. 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis 

merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci. Adapun beberapa 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya: 

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap 

pihak yang berhak pada pembangunan jalan Tol Trans Jawa di 

Kabupaten Tegal? 

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang berhak dalam hal 

tidak tercapai kesepakatan ganti rugi pada pembangunan jalan Tol 

Trans Jawa di Tegal? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini selain untuk menambah wawasan dan 

ilmu pengetahuan penyusun, juga antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui mekasnisme pelaksanaan pemberian ganti rugi 

terhadap pihak yang berhak pada pembangunan jalan Tol Trans Jawa 

di Kabupaten Tegal. 
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2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak yang berhak dalam 

hal tidak tercapai kesepakatan ganti rugi pada pembangunan jalan Tol 

Trans Jawa di Kabupaten Tegal. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Didalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat 

yang dapat diambil baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada 

umumnya. Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat 

memberikanmanfaat bagi Ilmu Hukum Agraria khususnya mengenai 

perlindungan hukum bagi pihak yang berhak dalam hal tidak tercapai 

kesepakatan Ganti Rugi Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Tegal. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi peneliti 

Penelitian ini sebagai syarat tugas akhir dan dengan penelitian ini, 

peneliti dapat menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari 

sebelumnya kedalam suatu permasalahan yang nyata sehingga 

bermanfaat bagi peneliti dalam mengembangkan wawasan. 

b) Pemerintah 

1) Memberikan masukan bagi pemerintah daerah khususnya 

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal 

mengenai uapaya perlindungan hukum yang harus dilakukan 

khususnya bagi pihak yang berhak yang tidak tercapai 

kesepatan ganti rugi agar terwujudnya keadilan bagi para pihak. 
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2) Mengurangi sengketa pertanahan di bidang pertanahan. 

c) Pemegang Hak Milik 

Memberikan masukan bagi masyarakat khususnya 

pemegang hak milik atas tanah yang tidak tercapai kesepakatan 

ganti rugi bahwa setiap masyarakat memiliki hak untuk dilindungi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Pengertian Pengadaan Tanah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2012 menyebutkan Pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah 

dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang 

berhak. Tujuan dari diadakannya pengadaan tanah untuk kepentingan umum guna 

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, Negara, dan masyarakat 

dengan tetap menjamin kepentingan hukum bagi pihak yang berhak. Untuk 

menjamin kepentingan hukum bagi pihak yang berhak maka pemerintah dalam 

memberikan nilai ganti rugi terhadap tanah yang dibebaskan melakukan 

musyawarah dengan pemegang hak atas tanah. Namun musyawarah yang 

dilakukan tidak selalu berjalan lancar, ada beberapa pihak yang tidak sepakat 

dengan nilai ganti rugi yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah dan 

mengajukan gugatan ke Pegadilan Negeri bahkan Mahkamah Agung namun 

gugatan tersebut ditolak. 

Oleh karena itu ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian mengenai 

perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah diantaranya adalah Ratu Mela 

Marten Sabono (2015,11) dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Tentang

Bentuk Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Guna 

Mewujudkan Perlindungan Hukum” peneliti menyimpulkan bahwa bentuk ganti

kerugian dalam pengadaan tanah dengan mengutamakan ganti kerugian dalam 
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bentuk uang, yang artinya menitik beratkan ganti kerugian dalam bentuk uang 

atau menjadikan bentuk ganti kerugian dalam bentuk uang yang utama 

dibandingakan dengan bentuk ganti kerugian yang lainnya. hal tersebut membuat 

para pihak yang berhak tidak memperoleh kepastian hukum, karena para pihak 

tidak meperoleh haknya menurut hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2012, yang berupa bentuk ganti kerugian selain uang yang ditentukan 

dalam Pasal 36 yang berupa tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan 

saham atau bentuk lain yang disetujiui kedua belah pihak. Dengan tidak 

diperolehnya kepastian hukum tentang hubungan hukum anatara subyek hukum, 

dalam hal ini adalah pihak yang berhak dengan obyek atau bentuk ganti kerugian 

atas tanahnya, maka perlindungan hukum terhadap pihak yang berhak belum 

sepenuhnya terwujud. 

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis adalah di dalam penelitian ini lebih fokus pada meneliti bentuk ganti 

kerguian yang menitik beratkan ganti kerugian dalam bentuk uang sehingga tidak 

mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum. 

Selanjutnya Banu Bawa Sasangka (2011:92-93) juga melakukan penelitian 

dengan judul “Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang terkena

pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol Solo-Mantingan II di Desa 

Pilangsari Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen” peneliti menyimpulkan

bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan harus sesuai dengan 

peraturan yang berlaku agar tidak merugikan masyarakat. Secara garis besar 

pelaksanaan pengadaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol di Desa 

Pilangsari Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen telah sesuai dengan PerPres 
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No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PerPres No. 65 Tahun 2006 

j.o. Perat.Ka.BPN No. 3 Tahun 2007. Hanya saja beberapa tahapan ganti rugi 

dilakukan melewati batas waktu 60 Hari setelah Keputusan Panitia Pengadaan 

Tanah  mengenai ganti rugi terbit. 

Perbedaan anatara penelitian yang dilakukan oleh Banu Bawa Sasangka 

dengan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah didalam 

penelitian yang dilakukan Banu Bawa Sasangka lebih fokus pada: 

1) Kesesuaian proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan 

Jalan Tol dengan PerPres No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah 

Perat.Ka.BPN No. 3 Tahun 2007. 

2) Kesesuaian besar dan cara pembayaran ganti kerugian yang diberikan oleh 

pemerintah kepada pemilik hak atas tanah yang terkena pengadaan tanah 

untuk pembangunan jalan Tol dengan PerPres No. 36 Tahun 2005 

sebagaimana telah diubah Perat.Ka.BPN No. 3 Tahun 2007. 

Brian Mengko (2013: 36) juga melakukan penelitian yang subjeknya 

pengadaan tanah yaitu dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemgang

Hak Atas Tamah Pembangunan”, peneliti menyimpulkan bahwa upaya

perlindungan dan jaminan akan adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah 

bagi seseorang ialah dengan dilakukannya suatu pendaftaran hak atas tanah 

sebagaimana rumusan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Selain itu bentuk perlindungan 

hukum terhadap hak-hak rakyat atas tanah dalam pembangunan adalah untuk 

memberikan perlindungan hukum bangi pemegang hak atas tanah terhadap 

tanahnya, maka dalam surat pernyataan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah 
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yang dibuat oleh pemegang hak atas tanah perlu dibuat klausula yang menyatakan 

bahwa apabila dikemudian hari diketahui ternyata pengadaan tanahnya bukan 

untuk kepentingan umum melainkan untuk kepentingan perusahaan dan lain-lain, 

maka pengadaan tanah tersebut dianggap batal dan uang ganti rugi yang telah 

diterima akan dikembalikan kepada pantia pengadaan tanah atau pemegang hak 

atas tanah meminta tambahan ganti kerugian kepada Panitia Pengadaan Tanah. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis adalah dalam penelitian ini lebih di fokuskan pada yaitu Perlindunagan 

hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah dan perlindungan hukum terhadap 

pemegang hak milik atas tanah dalam pembangunan. 

Didalam penelitian ini bahwa penulis meneliti tentang perlindungan 

hukum bagi pihak yang berhak dalam hal tidak tercapai kesepakatan ganti di 

pembangunan jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Tegal dimana di dalam 

pembangunan jalan Tol ini masih ada masyarakat yang merasa dirugikan karena 

besaran nilai ganti rugi yang tidak sesaui. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

N

O 

JUDUL RUMUSAN 

MASALAH 

FOKUS PENELITIAN PENELITIA

N SKRIPSI 

INI 

1 Tinjauan 

Yuridis 

Tentang 

Bentuk Ganti 

Kerugian 

Dalam 

Pengadaan 

Tanah Bagi 

Pembangunan 

Apakah bentuk ganti 

kerugian dalam 

Pengadaan Tanah 

Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan 

Umum berdasarkan 

Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012 

telah mewujudkan 

Bentuk ganti kerguian 

yang menitik beratkan 

ganti kerugian dalam 

bentuk uang sehingga 

tidak mewujudkan 

kepastian hukum dan 

perlindungan hukum. 

perlindungan 

hukum bagi 

pihak yang 

berhak dalam 

hal tidak 

tercapai 

kesepakatan 

ganti di 

pembangunan 
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Untuk 

Kepentingan 

Umum 

Berdasarkan 

Undang-

Undang 

Nomor 2 

Tahun 2012 

Guna 

Mewujudkan 

Perlindungan 

Hukum 

adanya perlindungan 

hukum? 

jalan Tol 

Trans Jawa di 

Kabupaten 

Tegal dimana 

di dalam 

pembangunan 

jalan Tol ini 

masih ada 

masyarakat 

yang merasa 

dirugikan 

karena 

besaran nilai 

ganti rugi 

yang tidak 

sesaui. 

2 Perlindungan 

hukum bagi 

pemegang 

hak atas 

tanah yang 

terkena 

pengadaan 

tanah dalam 

pembanguna

n jalan tol 

Solo-

Mantingan II 

di Desa 

Pilangsari 

Kecamatan 

Ngrampal 

Kabupaten 

Sragen. 

1) Apakah 

proses 

pelaksanaan 

pengadaan 

tanah untuk 

pebangunan 

Jalan Tol di 

Desa 

Pilangsari 

Kecamatan 

Ngrampal 

Kabupaten 

Sragen sudah 

sesuai dengan 

PerPres No. 

36 Tahun 

2005 

sebagaimana 

telah diubah 

dengan 

PerPres No. 

65 Tahun 

2006 jo 

Perat.Ka.BPN 

No. 3 Tahun 

2007? 

2) Apakah besar 

3) Kesesuaian 

proses 

pelaksanaan 

pengadaan 

tanah untuk 

pembangunan 

Jalan Tol 

dengan 

PerPres No. 

36 Tahun 

2005 

sebagaimana 

telah diubah 

Perat.Ka.BPN 

No. 3 Tahun 

2007. 

4) Kesesuaian 

besar dan cara 

pembayaran 

ganti kerugian 

yang 

diberikan oleh 

pemerintah 

kepada 

pemilik hak 

atas tanah 

yang terkena 

pengadaan 

tanah untuk 

perlindungan 

hukum bagi 

pihak yang 

berhak dalam 

hal tidak 

tercapai 

kesepakatan 

ganti di 

pembangunan 

jalan Tol 

Trans Jawa di 

Kabupaten 

Tegal dimana 

di dalam 

pembangunan 

jalan Tol ini 

masih ada 

masyarakat 

yang merasa 

dirugikan 

karena 

besaran nilai 

ganti rugi 

yang tidak 

sesaui. 
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dan cara 

pembayaran 

ganti 

kerugian yang 

diberikan 

oleh 

pemerintah 

kepada peilik 

hak atas tanah 

yang terkena 

pengadaan 

tanah untuk 

pembangunan 

jalan tol di 

Desa 

Pilangsari 

Kecamatan 

Ngrampal 

Kabupaten 

Sragen sudah 

sesuai dengan 

PerPres No. 

65 Tahun 

2006 jo 

Perat.Ka.BPN

.No. 3 Tahun 

2007? 

pembangunan 

jalan Tol 

dengan 

PerPres No. 

36 Tahun 

2005 

sebagaimana 

telah diubah 

Perat.Ka.BPN 

No. 3 Tahun 

2007. 

3 Perlindungan 

Hukum 

Terhadap 

Pemgang 

Hak Atas 

Tamah 

Pembanguna

n 

1) Bagaimana 

perlindungan 

hukum 

terhadap 

pemegang 

hak milik atas 

tanah? 

2) Bagaimana 

perlindungan 

hukum 

terhadap 

pemegang 

hak milik atas 

tanah 

pembangunan

Perlindunagan 

hukum terhadap 

pemegang hak milik 

atas tanah dan 

perlindungan hukum 

terhadap pemegang 

hak milik atas tanah 

dalam pembangunan. 

perlindungan 

hukum bagi 

pihak yang 

berhak dalam 

hal tidak 

tercapai 

kesepakatan 

ganti di 

pembangunan 

jalan Tol 

Trans Jawa di 

Kabupaten 

Tegal dimana 

di dalam 

pembangunan 

jalan Tol ini 
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? masih ada 

masyarakat 

yang merasa 

dirugikan 

karena 

besaran nilai 

ganti rugi 

yang tidak 

sesaui. 

2.2. Landasan Konseptual 

2.2.1 Tinjauan Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum 

2.2.1.1 Pengertian Pengadaan Tanah 

Kata pengadaan tanah merupakan istilah asal mulanya atau istilah aseli sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dengan hukum, akan tetapi istilah ini menurut 

ketentuan yang diatur dalam keputusan Mendagri lebih dikenal dengan sebutan 

istilah pembebasan, sedangkan yang dimaksud dengan pembebasan tanah menurut 

Kepmendagri Nomor Ba. 12/108/1275 adalah setiap perubahan yang bermaksud 

langsung atau tidak langsung melepaskan hubungan hukum yang ada antara 

pemegang hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi kepada 

yang berhak/penguasa tanah itu (Mudakir Iskandar Syah, 2015: 1).  

Mengenai definisi atau pengertian pengadaan hak atas tanah, akan 

dikemukakan baik yang disebutkan dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 

1993 dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Presiden 

Nomor 65 Tahun 2006, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan 

Presiden Nomor 71 Tahun 2012. 
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1. Istilah pengadaan tanah dipergunakan pertama kali di dalam Keputusan 

Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di dalam Pasal 

1 angka (1) ditentukan pengertian dari pengadaan tanah ialah “setiap

kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti 

kerugian kepada pihak yang berhak atas tanah tersebut”. 

2. Dalam pasal 1 angka (3) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum, mengartikan pengadaan tanah adalah “setiap kegiatan untuk

mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang 

melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-

benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas 

tanah”. 

3. Dalam pasal 1 angka (3) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 

sama dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, tetapi 

mengilangkan kata-kata terakhir dari pengertian tersebut yakni 

menghapus kata kata “atau dengan pencabutan hak atas tanah” 

4. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan bahwa 

pengertian pengadaan tanah adalah “kegiatan menyediakan tanah 

dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak 

yang berhak. 

5. Dalam Pasal 1 Angka (3) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 

Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum disebutkan bahwa Pengadaan Tanah adalah 
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“kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian

yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. 

Sedangkan menurut pendapat ahli yaitu Maria S.W Soemardjono (2008: 280) 

mengatakan Pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk 

memperoleh tanah untuk berbagai kegiatan pembangunan, khususnya bagi 

kepentingan umum. Pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara 

musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah 

yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan. Boedi Harsono (2009: 

327) mengatakan Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk 

kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau 

penyerahan hak atas tanah. 

Dalam praktiknya, dikenal 2 (dua) jenis pengadaan tanah. Pertama pengadaan 

tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum.Kedua pengadaan tanah untuk 

kepentingan swasta yang meliputi kepentingan komersial dan bukan komersial 

atau bukan social (Limbong, 2015: 139). Dari beberapa pendapat mengenai 

pengertian pengadaan tanah maka penulis mengambil kesimpulan mengenai 

pengertian pengadaan tanah ialah suatu kegiatan menyediakan tanah yang 

dilakukan oleh pemerintah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak 

kepada pihak yang berhak yang telah melepaskan tanahnya. 

2.2.1.1.Asas- Asas Hukum Pengadaan Tanah 

Asas hukum merupakan nilai-nilai dan tuntutanetis masyarakat. Asas 

hukum berakar dari kenyataan masyarakat (faktor riil) dan nilai-nilai yang 

menjadi pedoman dalam hidup masyarakat (faktor idiil). Asas hukum 
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menjembatani peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis 

masyarakat. Asas hukum merupakan kaidah fundamental dalamsuatu sistem 

hukum. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa asas hukum adalah jantung 

peraturan hukum. Asas hukum merupakan dasar lahirnya (raison d’etre) peraturan 

hukum (Satjipto Rahardjo, 2006:45). Sedangkan J.J.H. Bruggink menyebut asas 

hukum sebagai meta kaidah dari kaidah perilaku (J.J.H. Bruggink, 1999:120). 

Asas hukum merupakan meta kaidah terhadap aturan hukum karena menentukan 

intepretasi dan wilayah penerapan aturan hukum dan sekaligus juga merupakan 

pedoman bagi perilaku walaupun dengan cara tidak langsung seperti halnya aturan 

hukum. 

Pada dasarnya asas hukum bersifat dinamis, namun terdapat sejumlah asas 

hukum universal yang berlaku di mana saja dan kapan saja yang tidak terpengaruh 

waktu dan tempat. Asas hukum universal adalah kaidah penilaian yang paling 

fundamental yang mewujudkan landasan dari setiap sistem hukum. Terdapat 

beberapa asas-asas hukum yang dapat ditemukan pada setiap system hukum. Paul 

Scholten sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo mengemukakan 

macam-macam asas-asas universal sebagai berikut (Sudikno Mertokusumo, 2010: 

13-14): 

a. Asas kepribadian 

Asas yang menunjuk pada pengakuan pribadi manusia sebagai 

subjek hukum, penyandang hak dan kewajiban dalam hukum.Hukum 

bertitik tolak pada penghornatan dan perlindungan kepentingan manusia. 

b. Asas persekutuan 
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Asas ini mengupayakan tercapainya suatu kehidupan bersama yang 

tertib, aman dan damai. 

c.  Asas kesamaan 

Asas ini mengupayakan perlakuan yang sama pada setiap orang 

dihadapan hukum (equality before the law). 

d. Asas kewibawaan 

Asas yang mengasumsikan bahwa terdapat ketidaksamaan.Bahwa 

di dalam masyarakat harus terdapat seseorang yang memimpin dan 

menjalankan ketertiban kehidupan masyarakat. 

e. Asas pemisahan antara yang baik dan buruk 

Asas kepribadian-persekutuan dan asas kesamaan dan kewibawaan 

merupakan dua pasang asas yang saling bertentangan. Ada 

kecenderungan pasangan asas tersebut untuk menonjol dan saling 

mendesak satu sama lain. Asas kelima yaitu pemisahan antara yang baik dan 

buruk berusaha untuk mengakomodir keseimbangan pasangan asas yang saling 

antinomi tersebut. 

Asas ini kemudian diadopsi dan dicantumkan secara eksplisit dalam 

ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sebagai berikut: 

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas: 

a. kemanusiaan; 

b. keadilan; 
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c. kemanfaatan; 

d. kepastian; 

e. keterbukaan; 

f. kesepakatan; 

g. keikutsertaan; 

h. kesejahteraan; 

i. keberlanjutan; dan 

j. keselarasan. 

Berdasarkan Penjelasan Pasal 2, asas-asas tersebut dijelaskan maknanya 

sebagai berikut: 

a. Asas kemanusiaan adalah Pengadaan Tanah harus memberikan 

pelindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan 

martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. 

b. Asas keadilan adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada 

Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah sehingga mendapatkan 

kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik. 

c. Asas kemanfaatan adalah hasil Pengadaan Tanah mampu memberikan 

manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. 

d. Asas kepastian adalah memberikan kepastian hukum tersedianya tanah 

dalam proses Pengadaan Tanah untuk pembangunan dan memberikan 

jaminan kepada Pihak yang Berhak untuk mendapatkan Ganti Kerugian 

yang layak. 
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e. Asas keterbukaan adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan 

dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk 

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah. 

f. Asas kesepakatan adalah bahwa proses Pengadaan Tanah dilakukan 

dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan 

kesepakatan bersama. 

g. Asas keikutsertaan adalah dukungan dalam penyelenggaraan Pengadaan 

Tanah melalui partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan. 

h. Asas kesejahteraan adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan 

dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan Pihak yang 

Berhak dan masyarakat secara luas. 

i. Asas keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung 

secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

j. Asas keselarasan adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan 

dapat seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara. 

2.2.1.2.Dasar Hukum Pengadaan Tanah 

1) Undang-Undang Dasar 1945 

2) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanag Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 

3) Peraturan Preseiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 
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4) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 

5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 

6) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum. 

2.2.1.3.Kepentingan Umum 

Secara etimologis, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Bahasa Indonesia 

yang disusun oleh Tim Pusat Bahasa, frasaa „kepentingan umum‟ terdiri dari dua

kata yaitu „kepentingan‟ dan „umum‟. Kata „kepentingan‟ yang berasal dari akar

kata „penting‟ mengandung pengertian sangat perlu, sangat utama (diutamakan),

sedangkan kata „umum mengandung pengertian „keseluruhan, untuk siapa saja,

khalayak manusia, masyarakat luas, dan lazim‟ (Tim Pusat Bahasa, 2008: edisi

keempat). Selain secara etimologis, berikut ini akan diuraikan pendapat para pakar 

tentang makna kepentingan umum.  

Arti kepentingan umum secara luas adalah kepentingan Negara yag 

terkandung didalamnya kepentingan pribadi, golongan dan masyarakat luas. 

Arti Kepentingan Umum menurut: 

1. Keppres Nomor 55 Tahun 1993, kepentingan seluruh masyarakat. 

2. Perpres Nomor 36 Tahun 2005, kepentingan sebagian besar 

masyarakat. 

3. Perpres Nomor 65 tahun 2006, kepentingan yang menyangkut seluruh 

lapisan masyarakat. 
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4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 1 angka 6, kepentingan 

bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh 

pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 

rakyat. 

5. Perpres Nomor 71 Tahun 2012, Pasal 1 angka 5 Kepentingan Umum 

adalah kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus 

diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat. 

Berdasarkan beberapa pengertian Pengadaan Tanah untuk Kepentingan 

Uum dalam Keputudan Presiden No.55 Tahun 1993, Perpres No. 36 Tahun 2005, 

Perpres No. 65 Thun 2006 dan UU No. 2 Tahun 2012, maka kegiatan yang 

dikategorikan kepentingan umum ada 5 (lima) unsure, yakni: 

a. Adanya kepentingan seluruh lapisan masyarakat. 

b. Dilakukan dan dimiliki oleh pemerintah. 

c. Tidak digunakan untuk mencari keuntungan. 

d. Masuk dalam daftar yang telah ditentukan. 

e. Perencanaan dan pelaksanaannya sesuai dengan RURTRW dan 

Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah (Pasal 14 dan Pasal 15 

UU No. 2 Tahun 2012) Umar, Suratman, Noorhudha (2015: 73) 

Kepentingan umum adalah suatu kepentingan yang menyangkut semua 

lapisan masyarakat tanpa pandang golongan, suku, agama, status sosial dan 

sebagainya. Berarti apa yang dikatakan kepentingan umum ini menyangkut hajat 

hidup semua orang bahkan termasuk hajat orang yang telah meninggal atau 
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dengan kata lain hajat semua orang, dikatakan demikian karena orang meninggal 

pun masih memerlukan tempat pemakaman dan sarana lainnya. Sementara itu 

ruang lingkup pembangunan untuk kepentingan umum meliputi: 

a. Pertahanan dan keamanan nasional; 

b. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, 

dan fasilitas operasi kereta api; 

c. Waduk, bendungan, bendung, irigrasi, saluran air minum, saluran 

pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; 

d. Pelabuhan, Bandar udara, dan terminal; 

e. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; 

f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; 

g. Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; 

h. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah; 

i. Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; 

j. Fasilitas keselamatan umum; 

k. Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; 

l. Fasilitas social, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; 

m. Cagar alam dan cagar budaya; 

n. Kantor Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ desa; 

o. Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/ atau konsolidasi tanah, 

serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status 

sewa; 

p. Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/ Pemerintah Daerah; 

q. Prasarana olahraga Pemerintah/ Pemerinta Daerah; 
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r. Pasar umum dan lapangan parker umum. 

Menurut Salindeho (1988, 40), kepentingan umum adalah termasuk 

kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama rakyat, dengan 

memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis, dan hamkamnas atas dasar 

asas-asas pembangunan nasional dengan mengindahkan ketahanan nasional serta 

wawasan nusantara. 

JanGijssel sebagaimana dikutip Gunanegara (2008: 11) berpendapat bahwa 

“kepentingan umum tidak mudah dirumuskan, karena kepentingan umum itu

merupakan pengertian yang kabur (vage begrif) sehingga tidak mungkin 

diinstusinalisasikan kedalam suatau norma hukum, yang apabila dipaksakan 

akibatnya akan menjadi norma kabur (vage normen). 

Kepentingan pada prinsipnya ada dua macam yaitu pertama kepentingan 

pribadi atau golongan, dan gabungan dari dua kepentingan tersebut yang sudah 

menjadi suatu kesatuan yang bulat disebut kepentingan umum/bersama. Kalau 

sampai terjadi tabrakan antara kepentingan pribadi/golongan dengan kepentingan 

umum, yang akan diutamakan secara yuridis adalah kepentingan umum. Arti dari 

diutamakan kepentingan umum ini sebetulnya bukan berarti mengutamakan 

kepentingan umum dengan menelantarkan kepentingan pribadi atau golongan 

dengan demikian arti kepentingan umum dalam pembebasan tanah yang tepat 

adalah mengutamakan kepentingan umum/bersama dengan memperhatikan 

kepentingan pribadi dengan pemberian konsekuensi. 

Arti dari menelantarkan kepentingan pribadi adalah apabila kebutuhan atau 

kepentingan yang bersifat pribadi tidak diperhatikan lagi sesuai dengan ketentuan 
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yang berlaku dengan alasan dikalahkan dengan kepentingan umum. Sedangkan 

prinsip kepentingan umum adalah mengutamakan kepentingan umum itu sendiri 

dengan tidak menelantarkan kepentingan pribadi atau golongan, termasuk dalam 

pengadaan lahan untuk pembangunan kepentingan umum harus memperhatikan 

dua unsur kepentingan yaitu kepentingan pribadi dan umum, dan tidak bisa hanya 

satu kepentingan saja. 

2.2.2. Tinjauan Pustaka mengenai Ganti Rugi 

2.2.2.1.Pengertian, bentuk dan jenis ganti rugi 

Arti ganti rugi menurut Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 yang 

dimaksud dengan ganti rugi adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan 

tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat 

pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Bentuk ganti rugi menurut Keputusan 

Presiden Nomor 55 Tahun 1993 bisa berupa: 

1. Uang  

2. Tanah pengganti 

3. Pemukiman kembali (relokasi) 

4. Gabungan dari dua atau lebih 

5. Bentuk lain yang disepakati bersama 

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana disebutkan dalam 

pasal 1 ayat (12) menyatakan ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian 

baik bersifat fisik maupun non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang 

mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan 

dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari 
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tingkat kehidupan social ekonomi sebelum terkena proyek pengadaan tanah. 

Sedangkan bentuk ganti ruginya berupa: 

1. Uang dan/atau 

2. Tanah pengganti dan/atau 

3. Pemukiman kembali 

4. Penyertaan modal (saham) 

Dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tidak memberikan definisi ganti rugi, 

dikarenakan Perpres ini merupakan penyempurnaan dari Perpres Nomor 36 Tahun 

2005. Sedangkan bentuk ganti rugi menurut Perpres Nomor 65 Tahun 2006 

berupa: 

1. Uang dan/atau 

2. Tanah pengganti dan/atau 

3. Pemukiman kembali dan/atau 

4. Gabungan 

Arti ganti rugi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 angka 

10 menyatakan ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada 

pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Sedangkan bentuk ganti 

ruginya berupa: 

a. Uang; 

b. Tanah pengganti; 

c. Permukiman kembali; 

d. Kepemilikan saham; atau 

e. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. 
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Jenis yang dapat diberikan ganti rugi adalah : 

a. Tanah; 

b. Ruang atas tanah dan bawah tanah; 

c. Bangunan; 

d. Tanaman; 

e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/ atau 

f. Kerugian lain yang dapat dinilai. 

Arti ganti rugi menurut Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 1 angka 10 

menyatakan ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak 

yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Sedangkan bentuk ganti ruginya 

berupa: 

a. Uang; 

b. Tanah pengganti; 

c. Permukiman kembali; 

d. Kepemilikan saham; atau 

e. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. 

Ganti kerugian tersebut bisa berdiri sendiri setiap unsur ataupun gabungan dari 

beberapa unsur yang diberikan sesuai dengan nilai komulatif ganti kerugian yang 

nominalnya sama dengan nilai yang ditetapkan oleh Penilai (appraisal). Bentuk 

dan jenis ganti kerugian lain yang disepakati bersama bisa dilaksanakan dan untuk 

menentukan jenis ganti rugi yang akan dipilih sepenuhnya diserahkan kesepakatan 

bersama antara panitia pengadaan tanah dengan para pemilik tanah. Betuk ganti 
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rugi untuk didaerah perkotaan umumnya akan lebih dominan berbentuk uang, 

karena pada umumnya pemilik tanag mencari yang mudah. 

Menurut Limbong (2015: 186) istilah ganti rugi yang dimaksud adalah 

pemberian ganti atas kerugian yang diderita oleh pemegang hak atas tanah atas 

peralihan haknya tersebut. Masalah ganti kerugian menjadi komponen yang paling 

sensitive dalam proses pengadaan tanah. Pembebasan mengenai bentuk dan 

besarnya ganti kerugian seringkali menjadi proses yang panjang, dan berlarut-

larut (time consuming) akibat tidak adanya kesepakatan diantara pihak-pihak yang 

bersangkutan. 

Umumnya dalam pengadaan tanah istilah ganti kerugian sering disebut juga 

dengan istilah kompensasi (secara global). Menurut Brown (1991) The term 

compensation is interpreted in accordance with the provisions that determine the 

amount of money to be paid to the landowner for the loss of his land. Kompensasi 

dalam rangka pengadaan tanah dibedakan atas: kompensasi atas faktor fisik 

(materiil) meliputi penggantian atas: tanah hak baik yang bersertifikat dan yang 

belum bersertifikat, tanah ulayat, tanah wakaf, tanah yang dikuasai tanpa alas hak 

yang dengan atau tanpa izin pemilik tanah, bangunan tanaman, benda-benda lain 

yang ada kaitannya dengan tanah. Kompensasi atas mom-fisik (immaterial) yaitu 

penggantian atas kehilangan, keuntungan, kenikmatan, manfaat atau kepentingan 

yang sebelumnya diperoleh oleh masyarakat yang terkena pembangunan sebagai 

akibat kegiatan pembangunan tersebut. 

Maria S.W sebagaimana yang dikutip oleh Limbong (2015: 187) mengatakan 

bentuk ganti kerugian yang ditawarkan seharusnya tidak hanya ganti keugian fisik 

yang hilang, tetapi juga harus menghitung ganti kerugian non fik seperti 
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pemulihan kondisi sosial ekonoi masyarakat yang dipindahkan kelokasi yang 

baru. Sepatutnya pemberian ganti kerugian tersebut tidak membawa dampak 

kerugian kepada pemgenag hak atas tanah yang kehilangan haknya tersebut 

melainkan membawa dampak pada tingkat kehidupan yang lebih baik atau 

minimal sama pada waktu sebelum terjadinya kegiatan pembangunan. 

2.2.2.2.Asas-asas Ganti Rugi 

Menurut Ediwarman dalam disertasinya yang berjudul Perlindungan Hukum 

Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan di Sumatera Utara sebagaimana dikutip 

oleh Bernhard Limbong, yaitu dalam peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan terkait lainnya mengenai ganti rugi tersirat beberapa asas hukum demi 

terciptanya perlindungan hukum bagi korban pembebasan tanah. Asas-asas 

tersebut antara lain: (Limbong, 2015: 196-198) 

a) Asas Itikad Baik 

Asas ini mengehendaki adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban 

penguasaan tanah dalam setiap pemberian ganti rugi, baik bentuk maupun 

besarnya.Pengadaan dan pembebasan tanah untuk kepentingan umum maupun 

swasta harus dilandasi adanya itikad baik dan keterbukaan serta kejujuran dari 

kedua belah pihak, baik dari segi peruntukan, bentuk, maupun besarnya nilai ganti 

rugi yang diberikan. Sehingga, diantara kedua belah pihak tidak ada yang 

dirugikan atau menjadi korban dalam proses pelaksanaannya. 

b) Asas keseimbangan 

Asas ini meghendaki adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban 

penguasaan tanah dalam setiap pemberian ganti rugi, baik  bentuk maupun 

besarnya. Pemberian ganti rugi diharapkan akan mendatangkan kesejahteraan 
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bersama dan disesuaikan dengan keadaan yang nyata. Dalam arti bahwa ganti rugi 

tanah tersebut dilakukan sesuai dengan alas hak yang dimiliki oleh pemilik 

tanah.Pembayaran ganti rugi tidak boleh disama ratakan antara yang sudah 

menmpunyai alas hak dengan yang tidak mempunyai alas hak meskipun terletak 

dilokasi yang sama. Disamping itu hukuman atau sanksi yang diberikan  

c) Asas Kepatutan 

Nilai ganti rugi haruslah layak dan patut berdasarkan nilai 

nyata/sebenarnya dari tanah dan/atau segala yang menjadi tuntutannya. Harga 

yang didasarkan atas nilai nyata/sebenarnya itu tidak harus sama dengan harga 

umum mengingat harga umum bisa saja merupakan harga catut. Sebaiknya, harga 

atas tanah tersebut juga dapat menjadi harga yang lebih tinggi. Tujuannya adalah 

ganti kerugian yang diberikan itu tidak hanya untuk orang yang berhak atas tanah 

atau yang haknya dibebaskan itu, tetapi juga orang-orang yang menempati dan 

menggarap atau orang yang menggunakan tanah sebagai tempat usaha. 

d) Asas Kepastian Hukum 

Perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat merupakan sesuatu yang 

urgen. Untuk itu ketentuan-ketentuan mengenai ganti rugi tanah harus di atur 

didalam Undang-Undang khusus yang mengaturnya. Undang-undang tersebut 

harus memuat sanksi hukumnya. 

e) Asas Kesejahteraan 

Asas ini menghendaki perlindungan terhadap pihak yang melepaskan 

tanah dari sisi ekonominya. Bisa saja, tanah yang diserahkan itu membantu pihak 

yang menyerahkan tanah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perlindungan 

hukum yang diharapkan harus bersifat kongkret, dengan menerapkan sanksi yang 
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bersifat penal dan non-penal. Sanksi yang bersifat penal terhadap pelaku yang 

telah melakukan penyalahgunaan wewenang harus dihukum dan sanksi yang 

bersifat non-penal dapat diberikan yang bernilai ekonomis guna kesejahteraan 

korban. 

Maria Sumardjono (2008: 89) mengatakan, ganti rugi dapat disebut adil 

apabila keadaan setelah pengambilalihan tanah paling tidak kondisi social 

ekonominya setara dengan keadaan sebelumnya, disamping itu ada jaminan 

terhadap kelangsungan hidup bagi mereka yang tergusur. Dalam kegiatan 

pengadaan tanah tersangkut kepentingan dua pihak, yaitu instansi pemerintah 

yang memerlukan tanah dan masyarakat yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan 

pembangunan dimkasud. Oleh karena itu pengadaan tanah dimaksud haruslah 

dilakukan melalui proses yang menjamin tidak hanya pemaksaan kehendak dari 

satu pihak terhadap pihak yang lain, pengadaan tanah untuk kepentingan 

pembangunan tersebut harus dilakukan dengan mengindahkan asas keadilan. 

2.2.2.3.Aspek Ganti Rugi 

Menurut Tatit Januar Habibi sebagaimana dikutip Bernhard Limbong, dalam 

melakukan pembayaran ganti kerugian dalam pelepasan hak atas tanah, 

pemerintah perlu memperhatikan aspek-aspek berkut ini, yaitu: (Limbong, 2015: 

191-192) 

1. Kesebandingan 

Ukuran kesebandingan antara hak yang hilang dengan penggantinya harus adil 

menurut hukum dan menurut kebiasaan masyarakat yang berlaku umum. 

2. Layak  
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Selain sebanding ganti rugi harus layak jika penggantian dengan hal lain yang 

tidak memiliki kesamaan dengan hak yang telah hilang. 

3. Perhitungan Cermat 

Perhitungan harus cermat, termasuk didalamnya penggunaan waktu, nilai, dan 

tempat. 

2.2.2.4.Musyawarah dalam penentuan ganti rugi 

Pada prinsipnya tanpa adanya proses musyawarah antara pemegang hak atas 

tanah dan pihak/instansi pemerintah yang memerlukan tanah, pengadaan tanah 

untuk pembangunan kepentingan umum tidak akan pernah terjadi atau terealisasi. 

Namun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tidak ditemukan pengertian 

dari musaywarah. UU pengadaan Tanah hanya mengatur bahwa lembaga 

pertanahan melakukan musyawarah dengan pihak yang berhak untuk menetapkan 

bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti 

kerugian dari penilai.Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar 

pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak. 

Sementara itu menurut Perpres No. 36/2005, musyawarah adalah kegiatan 

yang mengandung proses saling mendengar, saling memberi dan saling menerima 

pendapat, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan 

besarnya ganti rugi dan masalah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah 

atas dasar kesetaraan dan kesukarelaan antara pihak yang mempunyai tanah 

dengan pihak yang memerlukan tanah. 

Proses atau kegiatan saling mendengar antara pihak pemegang hak atas tanah 

dan pihak yang memerlukan tanah lebih bersifat kualitatif, yakni adanya dialog 

interaktif antara para pihak dengan menempatkan kedudukan yang setara atau 
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sederajat. Dalam musyawarah yang pertama adalah adanya unsur kesukarelaan, 

kedua sikap saling menerima pendapat atau keinginan yang didasarkan atas 

kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan 

tanah dan unsur yang ketiga dari musyawarah adalah untuk memperoleh 

kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dalam pengadaan tanah 

untuk kepentingan umum. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa musyawarah dalam pelaksanaan 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempunyai makna penting dalam dua 

hal. Pertama, menentukan dapat atau tidaknya pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum dilaksanakan dan kedua, menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi yang 

akan diterima oleh pemegang hak atas tanah. 

2.2.3. Tinjauan Pustaka mengenai Pihak Yang Berhak 

Mengenai definisi atau pengertian pengadaan hak atas tanah, akan 

dikemukakan baik yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 dan 

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.  

1. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Pasal 1 angka (3) 

menyebutkan bahwa “pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai

atau memiliki objek pengadaan tanah”. 

2. Menurut Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum Pasal 1 Angka (3) disebutkan bahwa “pihak yang

berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan 

tanah”. 
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Sementara itu, yang dimaksud dengan pihak yang berhak adalah pihak yang 

menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah, yang meliputi: 

a. Pemegang hak atas tanah; 

b. Pemegang hak pengelolaan; 

c. Nadzir, untuk tanah wakaf; 

d. Pemilik tanag bekas milik adat; 

e. Masyarakat hukum adat; 

f. Pihak yang menguasai tanah Negara dengan itikad baik; 

g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau 

h. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. 

2.2.4. Tinjauan Pustaka Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang 

Berhak 

2.2.4.1.Pengertian Hak 

Hak secara definisi merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai 

pedoman berprilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya 

peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak mempunyai 

unsur-unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak dan pihak 

yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam 

pengertian dasar hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang 

melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang 

lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara 

individu atau dengan instansi. 
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Hak telah terpatri sejak manusia lahir dan melekat pada siapa saja. 

Diantaranya adalah hak kemerdekaan, hak mahluk dan harkat kemanusian, hak 

cinta kasih sesama, hak indahnya keterbukaan dan kelapangan, hak bebas dari rasa 

takut, hak nyawa, hak rohani, hak kesadaran, hak untuk tentram, hak untuk 

memberi, hak untuk menerima, hak untuk dilindungi dan melindungai dan 

sebagainya. Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hak adalah (1) 

yang benar, (2) milik kepunyaan, (3) kewenangan (4) kekuasaan untuk berbuat 

sesuatu (5) kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan (6) 

derajatatau martabat (Poerwadarminta, 2001: 174). Pengertian yang luas tersebut 

mengandung prinsip bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang 

(pemegang) pemilik keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak 

dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang 

tersebut dapat melakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki, atau 

sebagaimana keabsahan yang dimilikinya. Kewajiban dasar manusia adalah 

seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan 

terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. 

2.2.4.2.Perlindungan HAM 

Perlindungan HAM di Indonesia dijamin dalam konstitusi dan produk 

perundang-undangan.Pertama, dalam UUD 1945 Pasal 18B, 28G Ayat (1), 28 

Ayat (4), dan 28I Ayat (3) UUD 1945. Perlindungan tersebut mencakup 

pengakuan hak ulayat, hak individu atas perlindungan diri, atas rasa aman dan 

perlindungan dari ancaman ketakutan. Hak individu akan kepemilikan sesuatu dan 

mempunyai hak milik tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapa pun, 

penghormatan atas identitas budaya dan masyarakat. 
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Kedua, UU HAM No. 39/1999 dalam Pasal 2, Pasal 6 Ayat (1) dan (2), Pasal 

29 Ayat (1), Pasal 36 Ayat(1) dan (2), serta Pasal 37 Ayat (1). Perlindungan 

hukumnya meliputi pengakuan dan perlindungan Negara terhadap HAM, 

pengakuan dan perlindungan hak ulayat, perlindungan terhadap hak milik, hak 

milik sebagai hak asasi dan jaminan tidak boleh diambil diambil sewenang-

sewenang, kecuali untuk kepentingan umum dengan pemberian ganti rugi yang 

layak. 

Beberapa bentuk pelanggaran HAM yang sering terjadi dalam proses 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebagai berikut: 

1) Intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal dengan 

penampilan seperti “preman” terhadap pemilik hak atas tanah. Mereka

mendatangi dan menakut-nakuti warga pemilik hak atas tanah dengan 

pernyataan bahwa jika tidak menerima ganti rugi yang ditawarkan 

pemerintah dan melepas tanah, mereka bakal tidak mendapat dana BLT 

(Bantuan Langsung Tunai) maupun pelayanan beras miskin (raskin), Kartu 

Kesehatan Keluarga Miskin (gaskin), dan sebagainya. 

2) Tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan berupa 

pengusiran, pemukulan, hingga penembakan sehingga menimbulkan korba, 

baik luka maupun meninggal. 

Pada gilirannya, masyarakat pun khususnya warga pemilik hak atas tanah 

merasa kecewa dan tidak puas dengan mekanisme pelaksanaan pembayaran ganti 

rugi, warga pemilik tanah selalu berada pada posisi yang lemah dan selalu 

dirugikan. Haknya dirampas dan tidak dilindungi, hal tersebut mengindikasikan 

bahwa proses dan mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum perlu 
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direformasi. Idealnya, mekanisme pengadaan tanah harus bisa mengakomodasi 

kepentingan warga pemilik hak atas tanah terutama perlindungan hak-hak yang 

menjadi hak-hak asasi (HAM) warga (Limbong, 2015: 400-4002). 

2.2.4.3.Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum kepemilikan tanah adalah hak penguasaan atas tanah, 

baik hak milik individu maupun hak ulayat merupakan hak asasi yang harus 

dilindungi. Pengambilan tanah rakyat oleh siapa pun termasuk pemerintah tidak 

boleh dilakukan secara sewenang-wenang, walaupun dengan alasan apapun, 

termasuk alasan untuk kepentingan umum. Jika terpaksa tanah rakyat diambil bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum maka pengambilan tersebut haruslah 

didasarkan pada undang-undang dan dengan memberikan ganti rugi yang layak. 

Pengambilan tanah rakyat melalui pelepasan hak atau pembebasan tanah atau 

pengadaan tanah sering menimbulakn konflik. Problematika yuridis dalam 

pengambilan tanah rakyat bagi pembangunan untuk kepentingan umum meliputi 2 

aspek yaitu: (Limbong, 2015: 323-331) 

a) Aspek Yuridis Formil 

Salah satu kelemahan substansial dari masalah pertanahan, khususnya terkait 

pengadaan tanah selama ini adalah masalah produk hukum dibidang pertanahan. 

Sebelum diterbitkannya UU No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi 

pembangunan kepentingan umum selain UUPA No. 2 Tahun 1960 dan UU No. 20 

Tahun 1961, regulasi yang dibuat hanyalah sebatas Perpres, Keppres, dan Permen. 

Regulasi untuk pengadaan tanah seharusnya berupa UU yang memiliki kekuatan 

hukum yang mengikat. karena mengatur hal-hal yang substansial. Kehadiran 
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Undang-Undang Pengadaan Tanah yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 

sangat positif dan merupakan langkah maju dalam regulasi pertanahan. 

b) Aspek Materil 

Sebuah produk hukum tidak hanya berlandaskan kaidah-kaidah dan teori hukum 

tetapi juga mengacu pada faktor-faktor diluar hukum. Artinya hukum itu harus 

mencermikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan mampu menjawab 

tuntutan kehidupan masyarakat (sosiologi hukum). 
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2.3. Kerangka Berpikir 

Pancasila 

1. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 

2. UU No. 2 Tahun 1960 

Tentang Pokok-Pokok Agraria 

UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah 

Perlindungan Hukum Bagi Pihak

Yang Berhak Dalam Hal Tidak

Tercapai Kesepakatan GantiRugi di 

Kabupaten Tegal. 

Adanya perlindungan hukum yang 

dilakukan oleh pemerintah  bagi 

pihak yang berhak dalam hal tidak 

tercapai kesepakatan ganti rugi. 

Landasan Teori 

1. Pengadaan Tanah 

2. Kepentingan 

Umum 

3. Ganti Rugi 

4. Asas-Asas Ganti 

Rugi 

5. Aspek Ganti Rugi 

6. Musyawarah 

7. Pihak Yang 

Berhak 

8. Perlindungan 

HAM 

9. Perlindungan 

Hukum 

1. Yuridis Empiris 

2. Sumber data 

primer 

wawancara, 

catatan harian, 

observasi dan 

dokumentasi. 

3. sumber data 

sekunder studi 

kepustakaan, 

buku, atau 

literature 

peraturan 

perundang-

undangan. 

4. Sumber data 

tersier 

Keadialan 
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Penjelasan: 

Ideologi Negara Republik Indonesia yaitu Pnacasila merupakan landasan 

utama dalam menjalankan segala peraturan-peraturan yang berlaku. Sedangkan 

landasan untuk pembangunan nasional dalam bidang pertanahan terdapat pada 

pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Bumi dan air dan 

kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

Pembangunan nasional sangat berkaitan erat dengan kebijaksanaan 

pertanahan. Untuk itu pemerintah telah membuat peraturan yang berkaitan dengan 

bidang pertanahan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disahkan pada tanggal 24 September 1960. 

Pembangunan nasional merupakan salah satu contoh dari berkembangnya 

suatu Negara. Seperti halnya pula Indonesia, pesatnya pertumbuhan penduduk 

berakibat semakin meningkatnya kebutuhan fasilitas dan sarana baik fasilitas 

social ataupun umum. Semakin berkembangnya Negara Indonesia maka semakin 

berkembangnya pula pembangunan nasional.Salah satu pembangunan nasional 

yang bertujuan untuk kepentingan umum merupakan pembangunan jalan Tol. 

Namun dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan baik, akan timbul 

berbagai macam permasalahan. 

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam pengadaan tanah 

untuk pembangunan kepentingan umum adalah tidak sesuainya biaya ganti rugi 

antara pemilik tanah dengan Pantia Pembebasan lahan, pembabasan lahan yang 

sulit, dan lain sebagainya. Untuk itu pemerintah mengeluarkan peraturan yang 
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berupa Undang-Undang serta Peraturan pelaksanaannya yaitu Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. 

Akan tetapi setelah dikeluarkannya peraturan tersebut ternyata masih 

terdapat permasalahan mengenai ganti kerugian yang tidak sesuai. Hal ini seperti 

yang terjadi di pembangunan Tol Trans Jawa di Kabupaten Tegal. Masih adanya 

warga masyarakat yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Slawi 

bahkan Mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung akibat biaya ganti kerugian 

yang tidak sesuai. 

Maka dari itu, penulis mengangkat judul penelitian “Perlindungan Hukum

Bagi Pihak Yang Berhak Dalam Hal Tidak Tercapai Kesepakatan Ganti Rugi 

(Studi Kasus Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten 

Tegal)”. Dengan adanya skripsi ini diharapkan agar pemerintah dapat memberikan 

perlindungan hukum yang adil kepada masyarakat yang merasa dirugikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarka hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka 

simpulan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Dalam mekanisme pelaksanaan pemberian gati rugi terhadap Pihak yang 

Berhak pada pembagunan jala tol Trans Jawa di Kabupaten Tegal kurang 

sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2012 serta peraturan pelaksanaannya yaitu PerPres Nomor 71 

Tahun 2012. Hal ini dapat dilihat pada saat dilakukan musyawarah 

penetapan ganti kerugian, Pelaksana pengadaan tanah hanya melakukan 

satu kali musyawarah dengan Pihak yang Berhak. Dijelaskan dalam Pasal 

70 ayat (2) Perpres Nomor 71 Tahun 2012 yang menyatakan “dalam hal 

belum tercapai kesepakatan, musyawarah sebagaiamana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali. Berdasarkan isi pasal tersebut 

dengan kenyataan yang terjadi dilapangan tidaklah sesuai. Ketidak 

sesuaian yang lain yaitu warga yang tanahnya digunakan untuk proyek 

pembangunan tidak sepakat mengenai besaran ganti kerugian. Hal tersebut 

terjadi dikarenakan harga yang telah ditetapkan Tim Penilai tidak sesuai 

dengan harga yang diinginkan oleh warga. Mengenai dasar perhitungan 

nilai ganti rugi, dalam UU Pengadaan tanah tidak diuraikan secara 

terperinci mengenai dasar perhitungan ganti kerugian. 
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Selain itu mengenai bentuk ganti rugi tidak hanya memberikan 

bentuk ganti kerugian yang ditawarkan seharusnya tidak hanya ganti 

kerugian fisik yang hilang, tetapi juga harus menghitung ganti kerugian 

non fisik. Seperti yang tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2012 menyebutkan “dalam hal bidang tanah tertentu yang terkena

pengadaan tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai 

dengan peruntukan dan penggunaannya, Pihak yang Berhak dapat 

meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya”. 

2. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Berhak Dalam Hal Tidak Tercapai 

Kesepakatan Ganti Rugi Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di 

Tegal adalah pihak yang tidak sepakat mengenai besaran ganti rugi berhak 

mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri dalam waktu 14 (empat 

belas) hari sejak musyawarah penetapan ganti kerugian. Pihak yang masih 

keberatan maka berhak mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dan 

pihak yang tidak menerima, maka uang ganti rugi dititipkan di Pengadilan 

Negeri Slawi yang dapat diambil kapan pun oleh pihak yang berhak. 

Perlindungan hukum yang seperti itu dilihat dari sisi prosedur hukum telah 

sesuai karena pemerintah telah memberikan kesempatan kepada warga 

yang tidak sepakat untuk mengajukan keberatan sesuai dengan Pasal 38

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Namun pengertian perlindungan 

hukum apabila dilihat dari sisi perlindungan substansi atau isi belum 

terpenuhi. Karena pantia pengadaan tanah, pejabat pembuat komitmen, 

dan tim penilai dalam menetapkan besaran ganti kerugian tidak 

memperhatikan objek penilaian non fisik (immaterial). 
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5.2. Saran 

Berdasarka kesimpulan penelitian maka penulis dapat 

mengemukaka saran-saran sebagai berikut: 

1. Seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dapat 

menyatakan secara jelas mengenai kriteria dalam penetapan nilai ganti 

kerugian. 

2. Seharusnya Pelaksana Pengadaan Tanah pembangunan jalan Tol Trans 

Jawa mengenai besarnya nilai ganti kerugian terhadap pihak yang 

tanahnya terkena pengadaan tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat 

difungsikan, dalam praktiknya harus mengacu Pasal 35 UU Nomor 2 

Tahun 2012. 

3. Seharusnya pemerintah tetap memberikan ganti kerugian meskipun 

keberatan yang diajukan tidak dapat diterima terhadap pihak yang 

tanahnya terkena pembangunan dan terdapat sisa yang tidak lagi dapat 

difungsikan walaupun besarannya tidak sama dengan tanah yang terkena 

pembangunan. 
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